BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
KESALAHAN PRODUKSI DI WIRA KONVEKSI SIDOARJO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban atas
Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo

Pada saat ini industri konveksi cukup popular di Indonesia. Kepopuleran
bisnis konveksi utamanya adalah disebabkan beberapa hal. Salah satunya
produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu pakaian merupakan
salah satu kebutuhan dasar manusia, maka market untuk bisnis konveksi
akan selalu ada.

Aktivitas bisnis seperti di Wira Konveksi yang bergerak di bidang
konveksi, penyedia kebutuhan tekstil serta penyedia jasa menjahit bagi
kebutuhan konsumen dalam jumlah besar memang diperlukan karena
manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang
lain. Dalam bab II sudah disebutkan ulama telah sepakat bahwa jual beli
diperbolehkan dengan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi
kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau
barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang

lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekanannya sudah berlaku
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(dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini. Yang paling penting
dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syarak.'

Islam mengajarkan umatnya untuk saling kerja sama antara satu dengan
lainnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai sarana tolong menolong antar
sesama umat manusia. Allah menjelaskan dalam Q.S. Albaqarah (2) : 275;

........... 1,;;1 255 el A 155

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”

Secara umum mekanisme pemesanan yang terjadi di Wira Konveksi
yang diberikan pihak produsen sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karena di
dalam mekanisme atau praktiknya memenuhi syarat dan rukun jual beli
salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan
pembayaran dilakukan di muka.’ Allah berfirman dalam Q.S. Albaqarah (2):
282;
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya.*

Sebagaimana jual beli, dalam akad sa/am harus terpenuhi rukun dan

syaratnya. Adapun rukun sa/am menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

' Suqiyah Musafa’ah, et al., Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2013), 61.

* Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 95.
3 Suqgiyah Musafa’ah, et al., Hukum Ekonomi dan...., 114.

* Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 97.
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®

‘agidayni (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang

memesan dan orang yang menerima pesanan;

b. objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan;

c. akad (shighat).

Adapun syarat-syarat dalam sal/am sebagai berikut:

a. uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih
dahulu;

b. barangnya menjadi utang bagi penjual;

c. barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada
waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada;

d. barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun
bilangnya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu;

e. diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas,
agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara
kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada
barang tersebut dapat berbeda;

f. disebutkan tempat menerimanya.’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103,
bahwa syarat salam sebagai berikut:

a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat

diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ atau meteran.

> Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 114.
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b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh
para pihak.

c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan
jelas.

d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang
disepakati.®

Sebagaimana yang terjadi di Wira Konveksi yaitu konsumen memesan
barang sesuai keinginan yang kemudian pihak produsen dan konsumen
menentukan tempo waktu penyerahan barang pesanan begitu pula
pembayaran dilakukan di awal secara keseluruhan maupun sebagian sesuai
dengan perjanjian.

Pernyataan di atas juga sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya oleh
salah satu karyawan Wira Konveksi tetang mekanisme pemesanan barang:
“jika sudah memilih bahan untuk pesanan dalam jumlah besar, konsumen
bisa langsung menjelaskan desain, ukuran, serta jumlah pesanan sesuai
keinginan. Tidak lupa pula pihak produsen menanyakan kembali pesanan
konsumen secara rinci, agar nanti ketika barang yang sudah selesai
diproduksi tidak membuat pemesan kecewa di kemudian hari.”

Setelah konsumen selesai menjelaskan desain, ukuran, serta jumlah
pesanan yang diinginkan, karyawan Wira Konveksi segera mengerjakan
pesanan konsumen sesuai keinginan. Dalam hal ini terdapat kontrak ijarah

yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

% Pasal 101-103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
7 Nanik (Karyawan Wira Konveksi), Wawancara, Sidoarjo, 24 Februari 2017.
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dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam kontrak yang dimaksud, pihak produsen atau Wira Konveksi
menjual jasa karyawan kepada konsumen agar melakukan pekerjaan sesuai
keinginan konsumen dalam waktu yang sudah ditentukan sehingga karyawan
wajib mendapatkan upah atau wujroh dari apa yang sudah dikerjakan.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

p
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Artinya: Diceritakan oleh Musa bin Isma’il dari Wuhaib dari Ibnu Thowus

dari Ayahnya Thowus Dari Ibn ‘Abbas ra berkata: Rasulullah
pernah berbekam lalu beliau memberikan upah kepada tukang
bekam itu. (H.R. Bukhari).®

Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam bab II, permasalahan ini
termasuk dalam khiyar sharat, karena kedua belah pihak atau salah satunya
berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu. Khiyar sharat
juga merupakan hak yang disyariatkan oleh seorang atau kedua belah pihak
untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat Rasulullah saw.

bersabda:

(e oy JE S s als 48 sl

® Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il, Shakhih al-Bukhari, Juz 111, (Libanon: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 75.
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Artinya: kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga
hari tiga malam. (Riwayat Baihagi)’

Mengenai mekanisme pengembalian barang yang sudah diproduksi dan
terjadi kesalahan atau kelalaian, pihak Wira Konveksi tidak memberikan
batas waktu untuk itu, hal tersebut tidak sesuai dengan sabda Rasulullah
saw. Di atas yang menyebutkan bahwa k#iyarboleh dilakukan dengan syarat
dikembalikan dalam batas waktu tiga malam hari setelah tanggal transaksi.
Seharusnya pihak Wira Konveksi memberikan perjanjian tertulis mengenai
batas waktu pengembalian barang hasil pesanan yang akan dikembalikan
atau jika terjadi kesalahan produksi. Karena hal tersebut sangat penting agar
aktivitas produksi yang terjadi di Wira Produksi tidak terganggu dengan hal-
hal yang menjadi penghambat aktivitas bisnis di Wira Konveksi.

Namun apabila hal di atas tidak mengganggu aktivitas produksi yang
dihasilkan oleh Wira Konveksi, maka tidak mengurangi syarat dan rukun jual
beli salam dan berharap tidak ada lagi kesalahan atau kelalaian akibat
prouksi yang dihasilkan sehingga aktivitas bermuamalah seperti ini bisa
menimbulkan rasa saling percaya ataupun saling rida antar keduanya. Karena
pada prinsipnya jika segala kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan
rasa suka sama suka atau saling rida antar keduanya maka hal tersebut bisa
menjadi sesuatu yang sangat baik.

Di dalam kegiatan bermuamalah seperti yang sudah dibahas pada

halaman sebelumnya, adanya kesalahan atau kelalaian yang terjadi

? Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2014), 84.
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merupakan hal wajar. Untung saja dalam hal tersebut pihak Wira Konveksi
terbuka terhadap komplain dan bersedia bertanggung jawab, jika dalam satu
waktu terdapat kerusakan pakaian atau tidak sesuai pesanan yang merugikan
konsumen.

Dalam prinsip kegiatan ekonomi Islam, mekanisme sangat dibatasi
untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapapun kecilnya, hukum
Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang ikut terlibat
dalam praktik bisnis. Islam lebih cenderung kepada “menyangga kerugian
dan keuntungan secara bersama-sama” (lost and profit sharing) daripada
“menimpa kerugian atau mengalirkan keuntungan pada satu pihak saja.'’

Mekanisme pertanggungjawaban yang terjadi di Wira Konveksi telah
sesuai  dengan hukum Islam, karena di dalam mekanisme
pertanggungjawaban tersebut sudah memenuhi etika dalam bermuamalah.

Karena pihak Wira Konveksi bersedia melakukan tanggung jawab jika
terjadi kesalahan produksi, maka terdapat hak khiyvar di dalam jual beli
salam ini. Karena khiyar sendiri adalah mencari kebaikan dari dua perkara
antara melangsungkan atau membatalkan.'' Rasulullah saw. bersabda;

uﬂu;ss;mygjuv@ju&mywdy)o\J“/s;:}u/ia;g»
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Aku telah mendengar Abu Huayrah ra telah berkata”: “sesungguhnya
Rasulullah saw telah bersabda”: “janganlah kalian menghadang perdagangan
(yang masuk pasar), maka barangsiapa menghadang dan membeli sesuatu

' Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 54.
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Kamaluddin A, et al., 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 100.
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darinya, maka apabila pemiliknya telah mendatangi pasar, maka ia punya
hak khiyar'?

Namun dalam masalah ini tidak sampai terjadi pembatalan, pihak yang
merasa dirugikan atas hasil produksi dari Wira Konveksi menyampaikan
komplain sehingga pihak Wira Konveksi terbuka atas komplain tersebut, dan
segera melakukan perbaikan pada bagian yang terjadi kesalahan.

Pernyataan di atas diperkuat hasil wawancara dengan pemilik Wira
Konveksi yang menyatakan apabila dalam satu waktu pada terdapat adanya
barang yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan, dalam
hal ini Wira Konveksi mengakui kesalahan jika benar-benar pihak produsen
yang melakukannya (terbuka terhadap komplain) maka pihak produsen akan
bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi.”"

Tidak ada perjanjian tertulis mengenai kompensasi ganti rugi tersebut,
Wira Konveksi hanya menggunakan akad lisan jika pada satu waktu pihak
konsumen yang merasa dirugikan atas hasil produksi bisa melakukan
komplain.

Jika terjadi perselisihan di lingkungan sosial seperti terjadi kesalahan
produksi atau perselisihan sejenisnya, maka setiap pelaku usaha harusnya
memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya, seperti yang

dilakukan oleh Wira Konveksi yang bersedia melakukan perbaikan apabila

"2 Suqgiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
2014), 67.
3 Wiwik (Pemilik Wira Konveksi), Wawancara, Sidoarjo, 25 Oktober 2016.
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terjadi kesalahan atas hasil yang diproduksi karyawannya. Karena tanggung
jawab sosial merupakan sebagian dari etika bisnis.

Komplain dari konsumen yang terjadi di Wira Konveksi berarti terjadi
adanya perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan (konsumen) dan
pihak produsen, sehingga di dalam Islam jika terjadi perselisihan atau
sengketa di antara mereka masing-masing pihak segera mengadakan
musyawarah atau perdamaian.

Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat
dalam ketentuan Alquran:
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Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali
pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*

Selain itu dalam menyelesaikan masalah atau sengketa konsumen
haruslah mendahulukan kemaslahatan bersama sebagaimana dalam kaidah

fikih yang berbunyi:

'* Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004),
1033.
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Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu."

Seperti yang sudah disebutkan dalam bab III mengenai
pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi mulai dari
konsumen datang langsung ke Wira Konveksi dan menunjukkan bagian mana
saja yang terdapat kesalahan, kemudian pihak produsen segera melakukan
perbaikan hingga selesai hasil produksi sesuai dengan keinginan konsumen,
hal tesebut termasuk dalam tanggung jawab sosial antara pelaku usaha dan
pihak konsumen.

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mercka
melaksanakan kewajiban masing-masing. Tanggung jawab kepada Tuhan
dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam
melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada
hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah
sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah
mitra yang harus dihormati hak dan kewajiban itu sehingga disinilah arti

penting pertanggungjawaban itu.'®

' A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 11.
!¢ Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 27.
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B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban atas Kesalahan
Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dalam kehidupan manusia di
dunia tidak lepas dari manusia lainnya. Dalam hal ini di bidang bisnis antara
pelaku usaha/produsen dan konsumen seperti mekanisme pesanan barang
dalam Wira Konveksi yang menyediakan jasa berupa pembuatan seragam
kerja, kaos, jaket, dan aksesoris lainnya.

Di dalam usaha konveksi, kesalahan-kesalahan yang disebabkan akibat
kelalaian dari pihak produsen merupakan hal yang wajar. Hal tersebut terjadi
dikarenakan faktor jumlah permintaan yang cukup besar oleh konsumen dan
minimnya fasilitas serta karyawan, sehingga terkadang membuat barang
yang diproduksi kurang memuaskan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian atas kesalahan atau
kelalaian produksi, misalnya dari cacat desain, ukuran, bahan, tidak tepatnya
waktu penyelesaian pesanan sesuai perjanjian, hingga informasi yang tidak
memadai sebagian besar dialami konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana
pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen
sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 yang telah diuraikan pada bab II
pada intinya adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi
kepada kerugian konsumen atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha

dan wajib memenuhi jaminan sesuai yang diperjanjikan.
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Pada bab II sudah disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, antara
lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian vang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan keschatan dan/atau pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.'”

Tanggung jawab yang diberikan oleh Wira Konveksi sebagai pelaku

usaha dengan hasil analisis yang diuraikan di atas secara nilai sudah sesuai

"7 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal ke-19 terkait tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Selasa, tanggal
25 Oktober 2016, pemilik Wira Konveksi menyatakan bahwa “apabila dalam
satu periode terdapat adanya barang yang mengalami kerusakan atau tidak
sesuai dengan pesanan, maka dalam hal ini Wira Konveksi akan bertanggung
jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi.”'®

Mengenai mekanisme pengembalian barang yang sudah diproduksi dan
terjadi kesalahan atau kelalaian, pihak Wira Konveksi tidak memberikan
batas waktu untuk itu, namun di dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dalam Pasal 19 ayat 3 sudah dijelaskan, harusnya pemberian ganti
rugi dilaksanakan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
Seharusnya pihak Wira Konveksi memberikan perjanjian tertulis mengenai
batas waktu pengembalian barang hasil pesanan yang akan dikembalikan
atau jika terjadi kesalahan produksi. Karena hal tersebut sangat penting agar
aktivitas produksi yang terjadi di Wira Produksi tidak terganggu dengan hal-
hal yang menjadi penghambat aktivitas bisnis di Wira Konveksi.

Adapun kasus komplain yang terjadi di Wira Konveksi dikarenakan
barang yang diinginkan tidak sesuai, tidak tepatnya waktu penyelesain dan
masih ada beberapa kesalahan atau kelalain yang menyebabkan konsumen

merasa dirugikan. Hal tersebut memaksa pihak produsen untuk melakukan

tanggug jawab atas terjadinya kesalahan hasil produksinya.

¥ Wiwik (Pemilik Wira Konveksi), Wawancara, Sidoarjo, 25 Oktober 2016.
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Terjadinya komplain mendakan adanya perselisihan antara pihak
konsumen dan pihak produsen, oleh karena itu penyelesaian permasalahan
antara kedua belah pihak harus segera diselesaikan. Adapun penyelesaian
sengketa atau perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan
ataupun di luar pengadilan sebagaimana dalam Undang—Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 2 yang berbunyi
“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
di luar pengadilan berasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa”. "

Dalam hal ini penyelesaian yang terjadi akibat komplain dari konsumen
di Wira Konveksi Siodarjo tidak sampai ditempuh melalui jalur pengadilan.
Maka penyelesaian antar kedua belah pihak bisa diselesaikan secara damai
tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian senketa konsumen karena
penyelesain perselisihan atau komplain yang dilakukan konsumen di wira
konveksi merupakan proses musyawarah antara kedua belah pihak untuk
mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan serta tidak ada
salah satu pihak yang merasa dirugikan

Setelah pihak produsen sudah melakukan kewajibannya dengan
memberikan kompensasi ganti rugi, pihak produsen juga harus memenuhi
hak dan kewajibannya. Adanya transaksi antara kedua belah pihak yaitu
antara konsumen sebagai pemesan barang dan produsen selaku pihak Wira

Konveksi yang menyediakan jasa pembuatan barang dengan jumlah banyak,

' Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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maka hak dan kewajiban antar keduanya harus diperhatikan. Di dalam Wira

Konveksi ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:

1) Hak konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang

a)

b)

d)

Kosumen selaku pengguna jasa berhak mendapatkan pelayanan
yang baik dari pihak Wira Konveksi selaku produsen atau pelaku
usaha.

Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak
mendapatkan kebebasan memilih spesifikasi dan kualitas barang
atau bahan yang akan dihasilkan oleh Wira Konveksi sesuai dengan
keinginan.

Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak
mendapatkan informasi dan konfirmasi yang jelas terkait spesifikasi
dan kualitas barang atau bahan yang akan dihasilkan oleh pihak
Wira Konveksi selaku produsen atau pelaku usaha dengan sebuah
contoh barang yang jelas.

Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berhak
mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang yang dihasilkan
oleh pihak Wira Konveksi tidak sesuai perjanjian ataupun tidak
sesuai dengan keinginan konsumen, dan kesalahan atas produksi

tersebut terbukti akibat kelalaian dari pihak produsen.
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Kewajiban selaku pengguna jasa pemesan barang
a) Kosumen selaku pengguna jasa pemesan barang berkewajiban
membayar di awal 25-50% atau keseluruhan harga yang telah

disepakati.

Konsumen selaku pengguna jasa pemesan barang berkewajiban
bersikap baik dan sopan Selain itu tidak hanya hak dan kewajiban
konsumen saja yang harus diperhatikan melainkan hak dan kewajiban
produsen atau pelaku usaha. Adapun hak dan kewajiban produsen atau

pelaku usaha di antaranya:

Hak pelaku usaha atau produsen

a) Pelaku usaha atau produsen berhak menerima pembayaran di awal
25-50% atau keseluruhan harga yang telah disepakati untuk biaya
operasional pembuatan barang pesanan konsumen.

b) Pelaku usaha atau produsen berhak menentukan harga barang
pesanan.

Kewajiban pelaku usaha atau produsen

a) Produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan pelayanan
yang baik kepada pihak konsumen selaku pengguna jasa pemesan
barang.

b) Produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi

dan konfirmasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang
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atau bahan yang akan dihasilkan dengan sebuah contoh barang yang
jelas.

¢) Produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban menghasilkan produk
sesuai keinginan konsumen sesuai perjanjian.

d) Produsen sebagai pelaku usaha berkewajiban menyelesaikan barang
pesanan dalam waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian
antara pihak produsen dan kosumen.*

Komplain yang terjadi menandakan adanya perselisihan antara kedua
belah pihak (produsen dan konsumen), oleh karena itu perlu adanya
penyelesaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian yang terjadi di Wira
Konveksi sudah sesuai karena pihak produsen sudah memenuhi kewajiban
sebagai pelaku usaha. Penyelesaian yang dilakukan atas komplain dari
konsumen yaitu pihak Wira Konveksi bertikad baik menyelesaikan semua
masalah atau sengketa dengan cara musyawarah, dan berusaha bertanggung
jawab atas kesalahan yang dibuat dari hasil produksinya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad
baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan
dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa
kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang

atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya

2 Wiwik (Pemilik Wira Konveksi), Wawancara, Sidoarjo, 28 Juli 2017.
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diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa.”’

Itikad baik yang dilakukan oleh pihak Wira Konveksi yaitu terbuka atas
komplain jika terjadi kesalahan hasil produksi yang dilakukan karyawannya,
dengan cara konsumen datang langsung ke tempat produksi Wira Konveksi
kemudian menunjukkan bagian-bagian yang mengalami kesalahan produksi.
Apabila memang benar kesalahan produksi tersebut sepenuhnya dilakukan
oleh pihak Wira Konveksi selaku produsen, maka kemudian pihak Wira
Konveksi segera melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut hingga
semuanya dapat diselesaikan dan diperbaiki sesuai apa yang diinginkan
konsumen.

Setelah pihak produsen menyelesaikan semua perbaikan atas komplain
yang disampaikan oleh konsumen, pihak Wira Konveksi selaku produsen
segera memberikan informasi dan konfirmasi kepada konsumen agar
konsumen bisa segera mengambil barang tersebut.

Penyelesaian sengketa secara patut merupakan harapan setiap orang
yang menghadapi sengketa dengan pihak lain, termasuk penyelesaian
sengketa secara patut atas sengketa yang timbul antara konsumen dan
produsen. Usaha untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan

produsen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan

2! Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, (Y ogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 61.
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menentukan hak dan kewajiban konsumen serta hak, kewajiban, dan
tanggung jawab pelaku usaha (produsen).*

Wira Konveksi bersedia bertanggung jawab atas semua kesalahan atau
kelalaian hasil produksinya, karena hubungan antara produsen dan konsumen
memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Maka dari itu setiap
pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab
terhadap lingkungannya.

Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan
konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat
alasan, yaitu:

a. Tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih
baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian,

b. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan
hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang
dalam praktiknya sering menampakkan kesenjangan,

c. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi
produsen, yaitu bagaimana produsen menangani komplein konsumen,

d. Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang
dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan

kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.”

** Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers), 210.
* Ibid., 96.
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Pihak Wira Konveksi selaku produsen akan bertanggung jawab dalam
memberikan kompensasi ganti rugi, apabila terdapat sebuah kesalahan
terhadap barang produksinya yang kemudian membuat konsumen merasa
dirugikan hingga terjadi komplain. Pihak Wira Konveksi akan segera
melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan jika memang benar
pihaknyalah yang melakukan kesalahan tersebut.

Tidak ada perjanjian tertulis mengenai kompensasi ganti rugi yang
dijanjikan oleh Wira Konveksi selaku produsen. Wira Konveksi hanya
menggunakan akad lisan yang disampaikan ketika diawal konsumen
menemui pihak produsen untuk kemudian menggunakan jasanya. Pihak Wira
Konveksi selaku produsen menyampaikan bahwa jika pada satu waktu pihak
konsumen merasa dirugikan atas hasil produksi Wira Konveksi, maka
konsumen bisa melakukan komplain.**

Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada hari Jumat tanggal 28
Maret 2017 yang menyatakan bahwa “terjadi adanya kesalahpahaman dari
pihak Wira Konveksi menyebabkan hasil produksi yang diinginkan tidak
sesuai dengan permintaan konsumen. Setelah melakukan komplain, pihak
Wira Konveksi meminta maaf atas kejadian tersebut dan segera melakukan

perbaikan atas kesalahan hasil yang diproduksinya.*

** Wiwik (Pemilik Wira Konveksi), Wawancara, Sidoarjo, 25 Oktober 2016.
5 Lia Rusdianah, Konsumen, Wawancara, Sidoarjo, 28 Februari 2017.



